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ABSTRAK 

 

Transparansi dan akuntabilitas adalah dua elemen penting dalam tata 

kelola lembaga keuangan, termasuk LPD. Transparansi mengacu pada 

keterbukaan informasi yang relevan dan dapat diakses oleh masyarakat 

adat, sementara akuntabilitas merujuk pada kewajiban pengelola untuk 

mempertanggungjawabkan setiap aktivitas dan keputusan kepada 

masyarakat sebagai pemilik utama LPD. Dalam praktiknya, kedua 

elemen ini sering kali diabaikan. Laporan keuangan LPD jarang 

disampaikan secara terbuka kepada masyarakat adat, sementara 

pengawasan terhadap aktivitas lembaga hanya dilakukan secara 

sporadis., hal ini akhirnya berisiko menurunkan partisipasi masyarakat 

dalam mendukung keberlanjutan lembaga tersebut tersebut. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan fungsi badan 

pengawas dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pelayanan 

di Lembaga Perkreditan Desa Adat Sigaran, mengidentifikasi tantangan 

yang dihadapi, serta mengevaluasi efektivitas fungsi badan pengawas 

dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas pelayanan. 

Manfaat penelitian ini sebagai bahan pembelajaran untuk memahami 

penerapan konsep pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas dalam 

situasi nyata, serta meningkatkan kemampuan analisis kritis dalam 

penelitian  

 

 

Kata Kunci: Efektivitas, Transparan, dan Akuntabilitas. 
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ABSTRAC 

Transparency and accountability are two essential elements in the governance of 

financial institutions, including Village Credit Institutions (LPD). Transparency 

refers to the openness of relevant information that can be accessed by the customary 

community, while accountability relates to the obligation of the management to be 

answerable for every activity and decision to the community as the primary owner 

of the LPD. In practice, these two elements are often neglected. Financial reports 

are rarely disclosed to the customary community, and supervision of institutional 

activities is conducted sporadically. This condition risks decreasing public 

participation in supporting the institution’s sustainability. 

This study aims to analyze the role and function of the supervisory body in 

supporting transparency and accountability in the services of the Village Credit 

Institution in Sigaran Customary Village, identify the challenges faced, and 

evaluate the effectiveness of the supervisory body in ensuring transparent and 

accountable services. The benefit of this research for the researcher is to serve as a 

learning resource for understanding the practical implementation of supervision, 

transparency, and accountability, as well as to improve critical analysis skills in 

conducting research. 

Keywords: Effectiveness, Transparency, Accountability 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

     Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali memiliki tanggung jawab besar 

dalam mengelola dana masyarakat adat untuk mendukung kebutuhan ekonomi, 

sosial, dan budaya. Sebagai lembaga keuangan mikro berbasis adat (Peraturan 

Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2017, 2017) LPD bertujuan untuk 

memberikan akses keuangan bagi masyarakat desa adat melalui kegiatan seperti 

simpan pinjam, pembiayaan usaha kecil, dan pendanaan kegiatan adat (Peraturan 

Gubernur Bali No. 44 Tahun 2017, 2017). Namun, tata kelola LPD sering 

menghadapi berbagai kendala, terutama terkait dengan lemahnya pengawasan, 

kurangnya transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana masyarakat 

(Darmayasa, 2023). 

          Salah satu permasalahan terbesar yang dihadapi dalam pelayanan LPD 

adalah kurangnya efektivitas fungsi pengawasan oleh badan pengawas, yang 

merupakan organ utama dalam memastikan tata kelola yang baik ( Suryani, N. 

K., 2022). Banyak Badan Pengawas menghadapi kendala seperti keterbatasan 

kompetensi teknis, kurangnya pelatihan, keterbatasan waktu, dan independensi 

yang belum optimal (Pratiwi et al., 2021). Selain itu, hubungan sosial yang erat 

di desa adat sering kali mempengaruhi objektivitas pengawasan, terutama ketika 

pengelola LPD memiliki kedekatan dengan anggota badan pengawas. Hal ini 

membuka peluang terjadinya moral hazard, yaitu kondisi di mana pengelola 
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merasa tidak akan dikenai sanksi meskipun terjadi pelanggaran (Fajar, 2022) 

Keterbatasan kompetensi teknis membuat badan pengawas kesulitan dalam 

melakukan analisis laporan keuangan secara mendalam, sehingga potensi 

penyimpangan atau kesalahan administratif kurang terdeteksi sejak dini. Di sisi 

lain, kurangnya pelatihan menyebabkan badan pengawas tidak memiliki bekal 

pengetahuan terbaru tentang regulasi, sistem audit internal, maupun mekanisme 

pengawasan yang sesuai standar lembaga keuangan mikro. Akibatnya, 

pengawasan yang dilakukan cenderung bersifat formalitas, bukan substantif.      

     Kondisi tersebut menimbulkan tantangan serius, karena tanpa pengawasan 

yang efektif, LPD rawan mengalami penurunan kepercayaan masyarakat adat 

sebagai pemilik dana. Padahal, keberadaan badan pengawas seharusnya menjadi 

instrumen penting untuk memastikan transparansi dalam pengelolaan dana dan 

akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pengurus LPD kepada masyarakat. 

Oleh karena itu, tantangan utama bagi badan pengawas adalah bagaimana 

meningkatkan kompetensi melalui pelatihan, pendampingan teknis, serta 

memperkuat independensi dalam pengawasan. Dengan langkah ini, efektivitas 

badan pengawas dapat lebih optimal sehingga LPD mampu mempertahankan 

kredibilitas, mencegah terjadinya penyalahgunaan, serta mendukung tata kelola 

lembaga keuangan desa yang sehat. 

          Transparansi dan akuntabilitas adalah dua elemen penting dalam tata kelola 

lembaga keuangan, termasuk LPD. Transparansi mengacu pada keterbukaan 

informasi yang relevan dan dapat diakses oleh masyarakat adat (Bagiada & 

Darmayasa, 2015; Gunawan, 2018), sementara akuntabilitas merujuk pada 
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kewajiban pengelola untuk mempertanggungjawabkan setiap aktivitas dan 

keputusan kepada masyarakat sebagai pemilik utama LPD (Sara, 2022). Dalam 

praktiknya, kedua elemen ini sering kali diabaikan. Laporan keuangan LPD 

jarang disampaikan secara terbuka kepada masyarakat adat, sementara 

pengawasan terhadap aktivitas lembaga hanya dilakukan secara sporadis. 

Kelemahan dalam transparansi dan akuntabilitas dapat mengurangi kepercayaan 

masyarakat terhadap lembaga keuangan mikro seperti LPD, yang pada akhirnya 

berisiko menurunkan partisipasi masyarakat dalam mendukung keberlanjutan 

lembaga tersebut. 

     Selain permasalahan internal, LPD juga menghadapi tantangan eksternal 

yang semakin besar. Persaingan dengan lembaga keuangan modern, seperti bank 

dan koperasi, memberikan tekanan tambahan bagi LPD untuk tetap relevan dan 

kompetitif. Lembaga keuangan lain memiliki keunggulan dalam teknologi, akses 

pasar yang lebih luas, serta sistem regulasi yang lebih terintegrasi (Akter et al., 

2020; Wijoyo et al., 2023). Kondisi ini menuntut LPD untuk meningkatkan 

kualitas tata kelolanya, terutama dalam aspek pelaporan keuangan, akuntabilitas 

pengelola, dan keterlibatan masyarakat adat (Sukarta et al., 2024). 

     Tata kelola LPD yang baik membutuhkan pengawasan yang kuat, khususnya 

oleh badan pengawas. Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Bali No. 3 

Tahun 2017 tentang LPD, pengawasan terhadap lembaga ini sepenuhnya 

diserahkan kepada desa adat melalui badan pengawas. Meskipun regulasi ini 

memberikan dasar hukum yang jelas, pelaksanaan di lapangan biasanya tidak 

berjalan secara optimal. Banyak badan pengawas tidak memiliki pedoman kerja 
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yang standar, sehingga pengawasan dilakukan secara sporadis dan tidak 

konsisten. Selain itu, kurangnya pelatihan dan pengembangan kapasitas anggota 

badan pengawas menjadi hambatan dalam memastikan pengawasan yang 

efektif. Kondisi ini mempengaruhi kemampuan LPD untuk menjalankan 

operasionalnya sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik. 

     Pada konteks yang lebih luas, tata kelola yang baik memiliki dampak 

signifikan pada keberlanjutan LPD sebagai lembaga keuangan desa adat. 

Transparansi dan akuntabilitas tidak hanya diperlukan untuk meningkatkan 

kepercayaan masyarakat, tetapi juga menjadi dasar bagi keberlanjutan 

operasional lembaga. Pengawasan yang efektif oleh badan pengawas berperan 

penting dalam memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh pengelola 

LPD didasarkan pada kepentingan bersama masyarakat adat. Selain itu, 

pengawasan yang baik juga dapat mencegah terjadinya penyimpangan, seperti 

korupsi atau penggunaan dana yang tidak sesuai dengan tujuan lembaga. 

     Agar pengawasan lebih efektif perlu dibuat agenda pengawasan dimana 

melaksanakan rapat rutin bersama pengurus, baik bulanan maupun triwulanan, 

untuk membahas laporan keuangan, perkembangan usaha, serta kendala 

pelayanan, melakukan pemeriksaan administrasi dan keuangan secara berkala 

dengan mengecek buku kas, neraca, laporan laba-rugi, serta catatan transaksi 

guna memastikan kesesuaian antara pencatatan dan realisasi. Selain itu, Badan 

Pengawas juga menjalankan audit internal sederhana yang berfokus pada potensi 

penyimpangan atau kesalahan administrasi. 
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     Dalam aspek pelayanan, pengawas turut melakukan pemantauan terhadap 

kualitas pelayanan kepada masyarakat, baik melalui kunjungan langsung 

maupun menampung keluhan dari krama desa. Selanjutnya, pada akhir tahun, 

pengawas menyusun evaluasi tahunan berupa laporan hasil pengawasan yang 

disampaikan kepada desa adat dalam forum paruman sebagai bentuk 

transparansi dan pertanggungjawaban. Terakhir, pengawas juga memastikan 

adanya tindak lanjut atas rekomendasi yang telah diberikan, sehingga 

pengawasan tidak hanya sebatas pemeriksaan, tetapi juga berorientasi pada 

perbaikan dan peningkatan kinerja LPD secara berkelanjutan. 

     Penelitian ini penting untuk menilai efektivitas badan pengawas dalam 

menjaga transparansi dan akuntabilitas di LPD Desa Adat Sigaran. Mengingat 

peran vital LPD dalam perekonomian adat, pengawasan yang efektif diperlukan 

untuk menghindari penyalahgunaan wewenang dan memperkuat tata kelola yang 

baik. Hasil penelitian diharapkan memberi rekomendasi praktis bagi perbaikan 

sistem pengawasan serta memperkuat kepercayaan masyarakat adat terhadap 

lembaga ekonomi mereka. Selain itu, penelitian ini mengisi kesenjangan studi 

empiris terkait pengawasan LPD di lingkungan desa adat. Berdasarkan 

permasalahan tersebut penting kiranya mengupas lebih dalam penelitian 

Efektivitas Badan Pengawas untuk Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan di 

LPD Desa Adat Sigaran. 
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B. Rumusan Masalah 

     Berdasarkan informasi latar belakang yang diberikan sebelumnya, rumusan 

masalah dinyatakan sebagai berikut: 

1. Apa peran dan fungsi badan pengawas dalam mendukung transparansi dan 

akuntabilitas pelayanan LPD? 

2. Bagaimana tantangan yang dihadapi badan pengawas dalam melaksanakan 

pengawasan terhadap pelayanan LPD? 

3. Bagaimana efektivitas fungsi badan pengawas dalam memastikan 

transparansi dan akuntabilitas pelayanan LPD? 

 

C. Batasan Masalah 

     Penelitian ini berfokus pada efektivitas badan pengawas, transparansi, dan 

akuntabilitas sebagai variabel utama yang akan dianalisis. Efektivitas badan 

pengawas dilihat sebagai variabel independen, sedangkan pelayanan LPD yang 

transparan dan akuntabel menjadi variabel dependen. Penelitian ini dibatasi pada 

LPD Desa Adat Sigaran yang terdapat di Kecamatan Abiansemal dipilih karena 

memiliki jumlah LPD dengan variasi kondisi tata kelola yang cukup signifikan, 

sehingga dapat memberikan gambaran yang representatif terkait fungsi 

pengawasan.    

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 
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     Tujuan penelitian mengacu pada permasalahan yang diidentifikasi, 

penelitian ini bertujuan untuk:  

a. Menganalisis peran dan fungsi badan pengawas dalam mendukung 

transparansi dan akuntabilitas pelayanan Lembaga Perkreditan Desa  

(LPD). 

b. Mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh badan pengawas dalam 

melaksanakan pengawasan terhadap pelayanan LPD. 

c. Mengevaluasi efektivitas fungsi badan pengawas dalam memastikan 

transparansi dan akuntabilitas pelayanan LPD. 

 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu:  

a. Manfaat Teoretis 

      Penelitian ini diharapkan memberikan bukti empiris yang 

mendukung teori keagenan, yang menjelaskan kerja sama antara agen 

dan prinsipal. Teori tersebut akan menggambarkan bagaimana paruman 

sebagai prinsipal yang menilai kinerja manajemen LPD sebagai agen 

dalam menjalankan misi LPD. 

b. Manfaat Praktis 

1) Bagi Manajemen Lembaga Perkreditan Desa 

     Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

pedoman bagi manajemen LPD untuk meningkatkan transparansi dan 

akuntabilitas dalam pelayanan LPD. 
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2) Bagi LPLPD 

     LPLPD wajib memberikan pembinaan terhadap perkembangan LPD 

terkait dengan riset ini, kewajiban LPLPD dalam kebijakannya untuk 

memberikan dukungan bahwa kinerja pegawai selama ini  belum 

optimal. Untuk mengoptimalkan kinerja pegawai tentu diperlukan  

pelatihan yang sesuai, dengan memperhatikan karakteristik masing - 

masing pegawai, untuk karakteristik ini sebelum study perlu dibahas 

tugas dan peran pegawai sehingga dapat ditentukan pola 

pendampingan, pola pendayagunaan dan pola sertifikasi, yang 

berkontribusi pada kinerja LPD. 

3) Bagi Politeknik Negeri Bali 

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai referensi akademik dan 

panduan penelitian di masa depan terkait pengelolaan keuangan dan 

pengawasan LPD atau institusi sejenis. 

4) Bagi Mahasiswa 

      Sebagai bahan pembelajaran untuk memahami penerapan konsep 

pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas dalam situasi nyata, serta 

meningkatkan kemampuan analisis kritis dalam penelitian ilmiah. 
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BAB V  

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

          Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan, dapat 

disimpulkan bahwa Badan Pengawas LPD Desa Adat Sigaran memiliki peran 

penting dan strategis dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas 

pelayanan LPD. Peran ini diwujudkan melalui keterbukaan informasi kepada 

masyarakat adat dan pelaksanaan pengawasan secara berkala. Selain itu, Badan 

Pengawas juga memiliki fungsi dalam audit, pemberian arahan dan saran kepada 

prajuru, penyelesaian masalah kelembagaan, serta penyampaian laporan tahunan 

kepada paruman desa. 

         Namun, pelaksanaan fungsi dan peran tersebut belum sepenuhnya optimal 

karena berbagai tantangan yang dihadapi. Tantangan tersebut antara lain belum 

adanya pembinaan dari instansi terkait, tidak tersedianya metode kerja dan 

prosedur yang jelas, keterbatasan penggunaan teknologi dalam pengawasan, 

minimnya jumlah dan kapasitas SDM, serta rendahnya pemahaman masyarakat 

terkait pentingnya transparansi dan akuntabilitas. 

    Untuk mengatasi hal tersebut dan meningkatkan efektivitas Badan Pengawas, 

diperlukan beberapa langkah perbaikan, antara lain: Peningkatan pelatihan dan 

kapasitas bagi Badan Pengawas dan pengurus LPD, pelaksanaan pengawasan 

dan pembinaan secara rutin dan terjadwal, penggunaan metode, sarana, dan 

teknologi dalam proses pengawasan dan pembinaan, pencatatan dan 

dokumentasi kegiatan pengawasan yang lengkap sebagai bentuk 
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pertanggungjawaban, dan audit administrasi secara berkala untuk mencegah 

penyalahgunaan wewenang. 

          Dengan adanya peningkatan fungsi dan penguatan kapasitas Badan 

Pengawas, diharapkan transparansi dan akuntabilitas LPD dapat lebih terjamin, 

sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat adat terhadap 

pengelolaan lembaga keuangan milik desa adat tersebut. 

 

B. Implikasi 

     Penelitian ini digagas dan dipersembahkan untuk mengungkapkan fenomena 

pengelolaan LPD Desa Adat Sigaran melalui peran Badan Pengawas sebagai 

pilar utama dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas layanan kepada 

masyarakat adat. 

Hasil penelitian ini memberikan implikasi teoritis dan praktis: 

1. Implikasi Teoritis: Penelitian ini mendukung teori tentang pentingnya 

pengawasan yang efektif untuk meningkatkan kualitas tata kelola lembaga 

keuangan berbasis komunitas, khususnya di lingkungan desa adat. 

2. Implikasi Praktis: Hasil penelitian ini memberikan rekomendasi kepada LPD, 

Badan Pengawas, dan masyarakat adat untuk memperbaiki proses pengawasan, 

memperkuat keterbukaan informasi, dan meningkatkan kapasitas sumber daya 

manusia dalam mengelola lembaga secara profesional. 
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C. Saran 

     Sampailah tulisan ini pada penghujung akhir penelitian, yang menghantarkan 

pada saran penelitian kepada beberapa pihak sebagai bahan pertimbangan dalam 

meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas layanan di LPD Desa 

Adat Sigaran. Peneliti membagi saran kepada beberapa pihak, yang disampaikan 

secara sistematis sebagai berikut: 

1. Kepada LPD Desa Adat Sigaran 

a. Tingkatkan pelatihan bagi pengurus LPD dan Badan Pengawas dalam 

pengelolaan keuangan dan tata kelola yang transparan. 

b. Implementasikan sistem informasi berbasis teknologi untuk mempermudah 

akses masyarakat terhadap laporan keuangan. 

c. Perluas komunikasi dengan masyarakat adat untuk memberikan edukasi 

tentang peran dan fungsi LPD. 

2. Kepada Badan Pengawas LPD 

a. Lakukan pengawasan secara berkala dengan menggunakan pedoman dan 

indikator yang terstandarisasi. 

b. Tingkatkan keterbukaan dalam menyampaikan hasil pengawasan kepada 

masyarakat desa melalui forum musyawarah adat. 

c. Perkuat koordinasi dengan LPD untuk menyelesaikan isu-isu yang 

berpotensi menghambat pelayanan. 

3. Kepada Politeknik Negeri Bali 

    Sebagai institusi akademik, Politeknik Negeri Bali diharapkan memberikan 

kontribusi melalui pelatihan atau pengabdian masyarakat untuk 
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meningkatkan kapasitas pengurus LPD dan Badan Pengawas di desa-desa 

adat. Dorongan penelitian lanjutan terkait tata kelola lembaga keuangan 

berbasis komunitas untuk menciptakan model pengelolaan yang lebih baik. 

4. Kepada Peneliti Selanjutnya 

a. Lakukan penelitian yang lebih luas dengan melibatkan LPD dari berbagai 

desa adat untuk memperoleh generalisasi hasil. 

b. Memfokuskan penelitian pada pengembangan teknologi informasi dan 

digitalisasi dalam pengelolaan lembaga keuangan berbasis adat. 

c. Teliti lebih lanjut mengenai peran masyarakat adat dalam meningkatkan 

partisipasi dalam tata kelola LPD. 
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